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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Prespektif Tindak Pidana Trafficking In Person Menurut Hukum Internasional  

Bab 3 dalam penelitian ini membahas tindak pidana perdagangan orang 

dalam perspektif hukum internasional serta implementasinya di Indonesia. 

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang diatur dalam 

Konvensi Palermo Tahun 2000 yang menekankan kerja sama antarnegara 

dalam pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban. Indonesia telah 

meratifikasi konvensi tersebut dan mengadopsinya dalam Undang-Undang No. 

21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 

PTPPO). Namun, implementasi hukum di Indonesia masih menghadapi 

tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan dalam 

penegakan hukum. Meskipun sudah ada regulasi yang cukup jelas, tantangan 

seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan penegakan hukum yang belum 

maksimal masih menjadi kendala utama dalam pemberantasan perdagangan 

orang. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam edukasi, 

pencegahan, serta kerja sama internasional agar kejahatan ini dapat 

ditekan secara efektif. 

2. Kasus Trafficking In Person Yang Terjadi di Indonesia dalam Kasus Arie 

Wijaya 

Kasus ini menggambarkan bagaimana hukum nasional, khususnya UU 

No. 21 Tahun 2007, diterapkan untuk menindak percobaan tindak pidana 
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perdagangan orang. Terdakwa menggunakan media sosial untuk merekrut 

tenaga kerja secara ilegal dengan janji pekerjaan di luar negeri. Hakim 

menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 4 jo Pasal 10 UU No. 21 

Tahun 2007. Terdakwa merekrut korban melalui media sosial dengan 

menjanjikan pekerjaan di Australia dengan imbalan gaji besar, namun meminta 

uang sebagai syarat pemberangkatan. Dalam sidang di Pengadilan Negeri 

Kupang memutuskan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun 6 

bulan kepada terdakwa, serta denda sebesar Rp200.000.000 dengan ketentuan 

subsider 6 bulan kurungan jika denda tidak dibayar. Selain itu, terdakwa 

diwajibkan membayar restitusi kepada korban sebesar Rp103.169.700 yang 

terbagi kepada tiga korban, yakni Edi Ahmad Marrifatullah sebesar 

Rp16.169.700, Septian Dwi Purnomo sebesar Rp41.200.000, dan Afit Lamanto 

sebesar Rp45.800.000. Hal ini menunjukkan komitmen hukum dalam 

memberikan efek jera kepada pelaku serta perhatian terhadap 

pemulihan hak korban. 

 

B. Saran 

Saat ini masih banyak terjadi Trafficking In Person padahal sudah ada 

aturan hukum dan kerjasama internasional yang mengatur trafficking in person 

ini. Saran dalam tulisan ini yakni diperlukan penegakan hukum dalam rangka 

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang masuk dalam kejahatan 

internasional diperlukan pemenuhan Hukum Hak Asasi Manusia yakni wajib 

memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. 

Selain itu, juga diperlukan adanya bentuk perlindungan hukum dan tanggung 



55 

 

 

 

jawab negara. Maka dari itu, diharapkan bahwa setiap negara di dunia agar 

dapat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam mengatur kebijakan yang 

berkaitan dengan penerapan peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana 

perdagangan orang (trafficking in person).
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